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ABSTRAK

Penclitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dalam Layanan Publik
Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering ilir
Adapun latar belakang penclitian ini didasani olch upava pemerintzh dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penclitian ini
menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee . Grindle (1980) yang menckankan
dua variabel wtama, yaitu content of policy (isi kebijakan), context of implementation (Konteks
implementasi) dan Qutcames (hasil). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Informan penclitian tordii dari aparatur pegawai serta pemangku jabatan terkait di Dinas
Kominfo. Hasil penclitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan layanan
publik berbasis elektronik di Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komering Il telah berjalan,
namun masih terdapat beberapa kendala sepenti keterbatasan sumber daya manusia,
infrastruktur teknologi yang belum merata, serta rendahaya literasi digital masyarakat, Dari
aspek content of policy, tujuan kebijakan sudzh jelas dan mendukung prinsip pelayanan yang
transparan, ccpat, dan akuntabel, Namun dalam aspek context of implementation, ditemukan
beberapa tantangan seperti rendahnya koordinasi lintas instansi dan kurangnya dukungan
anggaran dan dari aspek Outcames merupakan bagian penting untuk menilai sejauh mana
kebijakan yang telah diimplementasikan memberikan dampak nyata atau tidak terhadap
sasaran yang dituju Olch karena itu, dibutuhkan perbaikan dari sisi teknis dan kelembagaan
agar implementasi kebijakan SPBE dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak
yang nyata bagi masyarakat,

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Layanan Publik, SPBE, Dinas Kominfo,
Merilee S. Grindle
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ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of policy in electronic-based public services at
the Office of Communication and Informatics (Dinas Komunikasi dan Informatika) of Ogan
Komering llir Regency. The background of this research is based on the government's efforts
to improve the quality of public services through the utilization of information and
communication technology (ICT) within the framework of the Electronic-Based Government
System (SPBE). This study applies the policy implementation theory by Merilee S. Grindle
(1980), which emphasizes two main variables: content of policy, context of implementation,
and outcomes. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through
interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of government
officials and relevant position holders within the Office of Communication and Informatics.
The results show that, in general, the implementation of electronic-based public service
policies at the Office has been carried out, although several obstacles remain, such as limited
human resources, uneven technological infrastructure, and low digital literacy among the
public. In terms of the content of policy, the policy objectives are clear and support the
principles of transparent, fast, and accountable service. However, in the context of
implementation, several challenges were identified, including weak inter-agency coordination
and insufficient budget support, Meamwhile, the outcomes aspect is crucial fo assess the extent
to which the implemented policy has delivered real impacts on the intended targets. Therefore,
improvements in both technical and institutional aspects are needed to ensure that the
implementation of SPBE policies runs optimally and delivers tangible benefits to the public.

Keywords: Policy Implementation, Public Service, SPBE, Communication and Informatics
Office, Merilee . Grindle
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin maju, kebutuhan akan Pelayanan publik yang efisien,
transparan, dan responsif menjadi semakin mendesak. Pemerintah sebagai penyelenggara
layanan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keluhan dan
aspirasi masyarakat dapat dikelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan teknologi
informasi, Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan
melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan,
pelayanan publik, dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur
negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk
mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan
mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program
pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang

memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi Teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi
pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government, yaitu penyelenggaraan



pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi
pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi
antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk
mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada
masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi,
korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat
berbasis elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan
yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan
kepada pengguna SPBE.

SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan,
dan akuntabel, layanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Tata kelola dan manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan
keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Embrio SPBE ini lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Menurut Forman
(dalam Sukarno dkk, 2021) e-Government sendiri merupakan teknologi digital untuk
mentransformasikan kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas, efisiensi, dan pemberian layanan. Bahwa dalam kemajuan teknologi
komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka
peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang

besar secara cepat dan akurat. Serta pemanaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam



proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti Inpres tersebut,
dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik . Perkembangan jaman yang ditandai dengan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan
berbagai inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau yang dikenal
sebelumnya dengan FE-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis,
masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE diharapkan mampu mendorong dan
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan
akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan
dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan
jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan
kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem
pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diadopsi sebagai solusi untuk
meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk dalam pengelolaan pengaduan. Di
Indonesia, SPBE diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengarahkan pemerintah daerah untuk

mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi
aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE merupakan fungsionalitas
penyelenggaraan SPBE yang dapat diakses dan memberikan nilai manfaat kepada

pengguna layanan SPBE.



Berikut Gambar Cakupan Layanan SPBE :
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Gambar 1. 1 Cakupan Layanan SPBE

Sumber : Website simpan-spbe.sukabumikota.go.id

Dari penjelasan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa jenis layanan SPBE meliputi:

a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; terdiri 2 komponen
yaitu G to G dan G to E. Layanan G to G berfokus pada layanan dari’ke SPBE
Kabupaten Oki ke/dari pemerintahan pusat atau daerah

b. layanan publik berbasis elektronik; terdiri 2 komponen yaitu G to C dan G to B.
Layanan G to C berfokus pada layanan dari’ke SPBE Kabupaten OKI
ke/dari masyarakat umum. Sedangkan G to B berfokus pada layanan
masyarakat yang menjalankan bisnis atau usaha.

Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo merupakan badan pemerintahan
yang geraknya di sektor Informatika dan komunikasi yang mencakup fasilitas komunikasi

dan penyebaran informasi, telematika dan juga telekomunikasi dan manajemen data



elektronik. Sudah memakai beberapa teknologi telekomunikasi terkait oleh data
elektroniknya dengan menggunakan jaringan komputer untuk dijadikan sarana komunikasi
antar OPD yang ada di Kabupaten OKI.

Perkembangan TIK yang sangat pesat tersebut telah mendorong perubahan signifikan
dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pemberian layanan publik. Pemerintah
Indonesia, melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE, terus
mendorong transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan layanan publik berbasis
elektronik ini tidak hanya menjadi tuntutan zaman, tetapi juga merupakan bagian dari upaya
reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi publik.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional, pemerintah daerah termasuk Kabupaten
OKI diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan layanan digital sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Dalam hal ini, Diskominfo Kabupaten OKI
memiliki peran strategis sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas
pengembangan infrastruktur digital, integrasi sistem pelayanan publik, serta penyediaan
informasi yang terbuka kepada masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan layanan publik berbasis elektronik
tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Masih dijumpai berbagai tantangan seperti
keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, belum
optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, hingga rendahnya literasi digital
masyarakat. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan layanan publik elektronik dan
tujuan akhir dari kebijakan SPBE itu sendiri.

Di Kabupaten OKI, beberapa inovasi layanan publik berbasis elektronik telah mulai
diterapkan, seperti layanan pengaduan masyarakat secara online, portal informasi publik,

serta sistem surat menyurat elektronik antar instansi. Meski demikian, belum semua



layanan berjalan secara optimal dan terintegrasi, serta masih memerlukan evaluasi
mendalam untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut benar-benar

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Menurut (Indrajit, R. Eko. 2004), "Keberhasilan implementasi e-Government
ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kebijakan kelembagaan yang mendukung,
sumber daya manusia yang kompeten, serta budaya birokrasi yang terbuka terhadap

perubahan."

(Kementerian PANRB 2023) menambahkan Keberhasilan SPBE memerlukan
keterpaduan kebijakan, koordinasi antar instansi, serta penguatan arsitektur SPBE yang

berorientasi pada layanan publik dan efisiensi birokrasi

Selain itu, menurut (Wamenkominfo Nezar Patria 2023) Implementasi SPBE
membutuhkan orkestrasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa kolaborasi

yang kuat, upaya digitalisasi layanan publik tidak akan mencapai hasil maksimal.”

. Berdasarkan kondisi tersebut, sangat penting dilakukan penelitian mengenai
bagaimana implementasi kebijakan dalam layanan publik berbasis elektronik oleh Dinas
Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang
menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan layanan publik

digital yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan sebagai upaya
memahami secara lebih mendalam implementasi kebijakan layanan publik digital dalam
kerangka transformasi pemerintahan daerah menuju tata kelola yang modern dan

berorientasi pada layanan publik.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan

masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan Dalam Layanan Publik berbasis elektronik

yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ogan

Komering Ilir?

2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi kebijakan layanan

publik berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI?

1.3 Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk mengetahui kebijakan SPBE diterapkan, baik dari aspek program,

kegiatan, strategi, maupun output yang dihasilkan..

2. Bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan (supporting factors) seperti ketersediaan

SDM dan infrastruktur, serta hambatan seperti keterbatasan anggaran atau rendahnya

literasi digital

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1.

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya
dalam implementasi layanan publik berbasis elektronik.

Memperkaya teori implementasi kebijakan dengan perspektif pemanfaatan
teknologi informasi di pemerintahan daerah.

Menguatkan teori tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi

kebijakan publik.



b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa
Dengan membandingkan ide dan pengetahuan yang dipelajari di perkuliahan
dengan data lapangan sebenarnya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman dan kemahiran penulis, serta untuk menyusun skripsi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya.

2. Bagi Civitas Akademika
Temuan penelitian ini diyakini akan membantu para peneliti memahami Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik
dan menjadi dasar perbandingan, analisis, dan masukan dalam penelitian serupa di
masa mendatang.

3. Bagi Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir
Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir, temuan
penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pelestarian, mengidentifikasi dan
menganalisis berbagai faktor yang mendukung dan menghambat penerapan SPBE

dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

1.5 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya
saing.

b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan E-Government



c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik.
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